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Kemenkes Lanjutkan
Proyek Vaksin

DPR Minta Pémeré ntah Hormati Préses Hukoum

JAKARTA - Kementerian Kesehatan
(Kemenkes) bersikeras melanjutkan
proyek pembangunan pabrik vaksin flu
burung. Penghentian proyek tersebut
dinilai berpotensi merugikan negara
minimal Rp900 miliar. :

Wakil Menteri Kesehatan (Wa-
menkes) Ali Ghufron Mulkti
mengatakan hasil kajian tim
independen merekomendasi-
kan agar proyek vaksin flu bu-
rung dilanjutkan. Namun, ma-
sih diburuhkan tambahan ang-
garan sebesar Rp300 mi-
liar-500 miliar untuk penyele-
saian proyek. Apalagi Badan
AkuntabilitasKeuangan Nega-
ra (BAKIN) DPR memberikan
lampu hijau agar provek dilan-
jutkan. ”Kita tetap ingin ini di-
lanjutkan dengan kebutuhan
anggaran tambahan Rp300 mi-
liar-500 miliar,” ungkap Wa-
menlkes di Jakarta kemarin.

Menurut dia, kerugian yang
ditanggung negara akan ber-
tambah besar jika proyek pem-
bangunan pabrik vaksin ini di-
hentikan. Alimenyebutkan,ke-
rugianyangditanggungnegara
bisamencapai Rp900 miliar,se-
bab anggaran yang sudah ter-
pakai untuk pembangunan pa-
brik dan pengadaan alat sudah
sebesar itu. Potensi kerugian
yang lebih besar tersebut yang
menjadi salah satu pertim-
bangan untuk melanjutkan
proyek. ” Jadi kerugian negara
minimal bisa mencapai itu jika
ini dihentikan,” ujarnya.

Selain berpotensi menim-
bullan kerugian yanglebih be-
sar,alasanlain Kemenkesingin
melanjutkan proyek didasari
keburuhan untuk memproduk-
sivaksin flu burung: Ali menje-
laskan, kemampuan untuk
memproduksi vaksin dalam
jumlah besar tidak dapat dila-
kukan jika proyek dihentikan.
Disisilain, keberadaan pabrilk
vaksin “dibutuhkan untuk
mengantisipasi adanya epi-
demiatau pandemi flu burung.
“Kalauini dihentikan, kemam-
puan kita memproduksi dalam
skala besar akan berkurang,”
terangnya.

Wamenkes tidak menam-
pik bahwa sampai saat ini pro-
ses hukum atas adanya dugaan
korupsi proyek itu masih ber-
langsung. Namun, kementeri-
annyaingin agar proses hukum
tetap berjalan tanpa harus
menghentikan proyek pemba-
ngunan pabrik vaksin. Artinya,
proses hukum tetap jalan, se-
dangkan proyek pembangun-
an jugaterus dilanjutkan hing-
ga selesai. ”Tentu proyel ini di-
lanjutkan dengan pengadaan
barang dan jasa sesuai dengan
aturan, Proses hukum silakan
dituntaskan,” ucapnya.

Anggota Komisi VIII DPR

Riski Sadik mengatakan, pi-

haknya belum bisa memberi-
kanrekomendasi apa pun peri-
hal proyek pembangunan pa-
brik vaksin sebelum ada kepu-
tusan dari hasil kerja Panitia
Kerja (Panja) Flu Burung. Ke-
rugian yang lebih besar terjadi
akibat kesalahan di masa lam-
pau.Karenaity, pihaknyalebih
mengedepankan prinsip keha-
ti-hatian dalam mengambil ke-
putusan. "Kita tidak akan me-
rekomendasikan untuk melan-
jutkan atau menyetujui tam-
bahan anggaran sebelum ada
dariPanja,”katanya. |

"Saya pribadi meli-
hatbahayainiada-
lah sungguh meru-
pakansuatu upaya
vang sangataneh.
Ini menunjukkan Ke-
menkes seolah tidak
paham masalah hu-
kumyangberjalan.”
POEMPIDA HIDAYATULLOH.

Anggota Komisi X DPR
dari Fraksi Golkar

Menurut dia, barang yang
telanjur dibeli dan bangunan
vangsudahdidirikantidakbisa
dijadikan alasan untuk melan-
jutkan proyek pabrik vaksin.
Pihaknya tidak ingin kelanjut-
an proyvek justrumenimbulkan
kerugian negara yang kedua

kali. Permasalahaniniharusdi-
sikapidenganhati-hati, jangan
sampai menimbulkan kerugi-
an di kemudian hari.™ Jadi ini
memang simalakama, tapi ha-
ruskitahadapi.Kitatidakingin
dipermasalahlkan karena me-
lanjutkan proyek bermasa-
lah,” tuturnya.

Anggota Komisi X DPR da-
ri Fraksi Golkar Poempida Hi-
dayatulloh mempertanyakan
keinginan’ Kemenkes dan
BAKN DPR melanjutkan pro-
yvek pembangunan pabrik vak-
sin flu burung bersama dengan
BUMN PT Bio Farma. Dia meni-
lai Kemenkes tidak memahami
permasalahan hulkum yang se-
dang berjalan. ”Saya pribadi
melihatbahayainiadalahsung-
guh merupakan suatu upaya
yang sangat aneh. Ini menun-
jukkan Kemenkes seolah tidak
paham masalah hukum yang
berjalan,” kata Poempida.

Dia menyarankan agar up-
aya Kemenkes untuk melan-
jutkan proyek tersebut dihen-
tilkan hingga masalah hukum-
nya selesai. Porhpida bahkan
menekankan agar Kemenkes
mengatur strategi lain untuk
mengatasi wabah. terlebih
jika terjadi wabah pandemi
seperti yang pernah terjadi
sebelumnya.

”Sederhananya saya me-
ngimbau agar upaya Kemen-
kes untuk melanjutkan proyek
pabrik vaksin tersebur dihenti-
kan saja. Paling tidak sampai
masalah hukumnya nanti sele-
sai,” imbuhnya.
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